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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 52| /8% /=202

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
arca perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis  Insiansi Pemerintah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas tentang Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di
Lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas,

Mengingat » 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
103);

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601):




10.

11.

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187) ;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemnerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Banyumas (Lembaran Daersh
Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
scbagaimana telah dibuah dengan Peraturan Daerah
kKabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor FiF

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019
Nomor 1);

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2020 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 62 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

KESATU ¢ Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas,
scbagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ¢ Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas adalah :




KETIGA

KEEMPAT

Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan
efisien;

. Mempermudah komunikasi secara internal maupun

eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk
mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Bupat vang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023; dan

. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas untuk mencapai visi,misitujuan dan sasaran
Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 -
2023,

: Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU adalah:

fl.

Sebagai alat untuk mempermudah melihat potensi masalah
yang ada didalam pelaksanaan suatu proses sehingga
solusi penyempurnaan proses lebih terarah: dan

Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga
memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan
kualitas pelaksanaan pekerjaan

: Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Juli 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
MUPﬂTE:-H BANYUMAS

JAKA BUDI




PETA PROSES BISNIS

KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| PEMERINTAH wsmmfy

Kebijakan dan
Regulasi

MASYARAKAT ‘Smlle
Permintaan
Informasi,
Konsultasi dan
Layanan

DUNIA USAHA iy
Permintaan
Informasi,
Konsultasi dan
Layanan

PROSES UTAMA / INTI

BMS.DPKP.0O1

BMS.DPKP.02

PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN

PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN

BMS.DPKP.07 BMS.DPKP.08
PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI PENGAWASAN
DAN KETAHANAN KEAMANAN
PANGAN PANGAN
MASYARAKAT

PROSES PENDUKUNG

Dukungan manajemen dan sumber daya manusia ‘

BMS.DPKP.09

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

e

PEMERINTAH |
Pemerintahan
yang efektif dan
efisien, melalu
reformasi
birokrasi

MASYARAKAT
Peningkatan
kualitas

pelayanan
publik

DUNIA USAHA
Layanan
perizinan,
kondusivitas
investasi dil




PETA RELASI

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

| PEMERINTAH wmmmfpy

Kebijakan dan
Regulasi

MASYARAKAT ‘Smmlle
Permintaan
Informasi,
Konsultasi dan
Layanan

DUNIA USAHA iy

Permintaan
Informasi,
Konsultasi dan
Layanan

Dukungan manajemen dan sumber daya manusia ‘

PROSES UTAMA / INTI

BIDANG PENYULUHAN
PERTANIAN DAN BINA USAHA

BMS.DPKP.O1 BMS.DPKP.02
BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PERTANIAN
BIDANG PERKEBUNAN DAN
PERLINTAN BIDANG SARANA DAN
PRASARANA PERTANIAN

BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

| UPT BALAI BENIH PERTANIAN |

BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN DAN
PERLINTAN

BIDANG KETAHANAN
PANGAN

BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN DAN
PERLINTAN

BIDANG KETAHANAN

PANGAN

BIDANG PERKEBUNAN DAN
PERLINTAN

UPT BALAI BENIH PERTANIAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

BIDANG TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA

BMS.DPKP.07 BMS.DPKP.08
BIDANG KETAHANAN
PANGAN BIDANG KETAHANAN
PANGAN

PROSES PENDUKUNG

BMS.DPKP.09

SEKRETARIAT

e

e

e

PEMERINTAH |
Pemerintahan
yang efektif dan
efisien, melalu
reformasi
birokrasi

MASYARAKAT
Peningkatan
kualitas

pelayanan
publik

DUNIA USAHA

Layanan
perizinan,
kondusivitas
investasi dil




PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.01.01 BMS. DPKP.01.02

Pengawasan Pengelolaan

Penggunaan Sumber Daya
Sarana Pertanian Genetik (SDG)
Hewan,
Tumbuhan, dan
Mikroorganisme
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA




PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.02.01

Pembangaunan
Prasarana Pertanian

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA




PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.03.01

Pelaksanaan
Penyuluhan
Pertanian

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA







PETA SUB PROSES

IKU ke-1
ENINGKATNYA
PRODUKSI
TANAMAN
PERTANIAN

BMS. DPKP.02

PENYEDIAAN DAN
PENGEMBAGAN
PRASARANA

PERTANIAN

BMS. DPKP.04.01

Pengendalian dan Pembinaan teknis

Dukungan prasarana Penanggulangan
Bencana Pertanian
Dukungan sarana Kabupaten/Kota

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA







PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.05
PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI IKU ke-2

UNTUK KEDULATAN DAN KEMANDIRIAN ENINGKATNYA
PANGAN --ETERSEDIAAN

PANGAN UTAMA

BMS. DPKP.05.01

Penguatan pangan
Penyediaan Infrastruktur

dan Seluruh Pendukung
kemandirian Pangan

sesuai Kewenangan
daerah Kabupaten/Kota

BMS. DPKP.06

PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA







PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.06 |
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN » IKU ke-3

ENINGKATNYA
AKSES
{ PANGAN
BMS. DPKP.06.01
Keanekaragaman
Penguatan cadangan Konsumsi &
PERgEY Penanganan Stabilitas Harga
Kerawanan Pangan
Kewenangan
K n/K
BMS. DPKP.05 abupaten/Kota BMS. DPKP.07
PENINGKATAN
gﬁfff;ﬁﬁ?ﬂ DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN

EKONOMI UNTUK

KEMANDIRIAN MASYARAKAT

PANGAN

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA







PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.08

BMS. DPKP.07
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN

PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

Kelayakan pangan

Penguatan gadangan
pangan

BMS. DPKP.07.01

Pelaksanaan
Pencapaian Target
Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun

sesuai dengan
Angka Kecukupan
Gizi

BMS. DPKP.07.02

Penyediaan dan
Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan

lainnya sesuai dengan
Kebutuhan Daerah
Kabupate/Kota dalam
rangka Stabilitas
Pasokan dan Harga

BMS. DPKP.05

IKU ke-4
ENINGKATNYA
- EMANFAATAN

PANGAN
—

Bantuan pangan

BMS. DPKP.06

PENANGANAN
KERAWANAN PANGAN

PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEMANDIRIAN
PANGAN

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA




BMS. DPKP.07

PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

PETA SUB PROSES

BMS. DPKP.08.01

Pelaksanaan
Pengawasan Keamanan
Pangan Segar Daerah
Kaupaten/Kota

Dukungan Manajemen dan SDM

BMS. DPKP.09

PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPETAN/KOTA

IKU ke-4
ENINGKATNYA
- EMANFAATAN

PANGAN




PETA SUB PROSES

IKU ke-2
| | BMS.DPKP.09 MENINGKATNYA
IKU ke-1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KETERSEDIAAN PANGAN
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA L UTAMA .
PRODUKSI IKU ke-3
MENINGKATNYA
TANAMAN BMS.DPKP.09.01 BMS.DPKP.09.02 AKSES PANGAN
PERTANIAN Perencanaan, . q = =
Penganggaran, dan Pengelolaan Adminstrasi IKU ke-4
E e . Keuangan Perangkat PEMANFAATAN PANGAN
valuasi Kinerja Perangkat
Daerah - -
Daerah
BMS.DPKP.09.03 BMS.DPKP.09.04
Pengadaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah
BMS.DPKP.02 BMS.DPKP.09.05 BMS.DPKP.09.06

PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN PRASARAN ‘
PERTANIAN

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Pengelolaan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

BMS.DPKP.07

ENINGKATAN DIVERSIFIKASI
" DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

Dukungan manajemen dan I

Dukungan manajemen dan ST I

BMS.DPKP.08

PENGAWASAN KEAMANAN
oy PANGAN




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.01.01.01
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan

Spesifik Lokasi

= DINPERTAN KP
S

o PROVINSI/
S PUSAT

el

= DPRD

=2

s

= MAYARAKAT
=2

i BAGIAN HUKUM
= (Setda)

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pengembangan
komoditas tanaman
pangan

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menginventarisir
kebutuhan benih
unggul dan sarana
produksi lainnya,
pembinaan/
pelatihan

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran
(Pokir);

3. Mengusulkan
rencana kegiatan
pembangunan
melalui Musrenbang

Melakukan verifikasi
lapangan terkait
usulan bantuan

benih dan sarana
produksi lainnya,
pembinaan/
pelatihan

Melakukan
Setuju penganggaaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK
penerima benih
dan sarana
produksi lainnya

a. Tersedianya
benih unggul dan
sarana produksi

lainnya
b. Terlaksananya
pembinaan/
pelatihan

Melakukan fasilitasi
bantuan benih,
pembinaan/
pelatihan (teknologi
budidaya/ dan
demplot

Memperoleh bntuan benih
unggul dan sarana produksi
lainnya , pelatihan/ bimtek
dan demplot




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.01.01.02

Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

£| DINPERTAN KP
=]

5 PROVINSI/
5 PUSAT

el

£ DPRD

2

<|  MASYARAKAT
£ (POKTAN!
> GAPOKTAN)
2|  BAGIAN HUKUM
= (Setda)

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pengembangan
sarana produksi
pertanian

Menginventarisir
kebutuhan sarana
produksi pertanian

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran
(Pokir);

3. Mengusulkan
rencana kegiatan
pembangunan
melalui Musrenbang

Melakukan
verifikasi lapangan
terkait usulan
pengembangan
sarana produksi
pertanian

Ditolak

Melakukan
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK

Penerima sarana
produksi pertanian

Melaksanakan
pengadaan sarana
produksi pertanian

Menyalurkan
bantuan sarana
produksi pertanian
(bibit, pupuk,
alsintan)

Menerima
bantuan sarana
produksi

pertanian dan
pembinaan
teknis




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.01.02.01

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

=| DINPERTAN kP
=)

o | PUSAT/ PENELITIAN
S | (BADAN PENELITIAN)
= | PUSAT PERWINAN
S|  INVESTASI (PPI)
<

2|  MAYARAKAT
D

Menginventarisir
Sumber Daya
Geneik (SDG)

Tanaman

Menginformasikan

sumber daya
genetik

Menyusun dokumen
kelengkapan

Mengajukan
permohonan
verifikasi

Melakukan verifikasi
lapangan pengajuan

pendaftaran &
pelepasan varietas

Ditolak
Pemenuh
kelengka

an
pan
Dokumen

Menerima Tanda
Daftar dan
pelepasan VUB

Menerbitkan Tanda
Daftar dan
Pelepasan Varietas
Unggul Baru (VUB)

Menerapkan VUB

Memperoleh
manfaat dengan

memperbanyak
VUB




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.01.02.02

Pengembangan komoditas tanaman hortikultura

—

‘5| DINPERTAN KP
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£ DPRD
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| MAYARAKAT
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Menyusun
kebijakan
perencanaan
pengembangan
komoditas tanaman
hortikultura

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menginventarisir
kebutuhan benih
unggul dan sarana
produksi lainnya,
pembinaan/
pelatihan

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran
(Pokir);

3. Mengusulkan
rencana kegiatan
pembangunan
melalui Musrenbang

Melakukan verifikasi
lapangan terkait
usulan bantuan

benih dan sarana
produksi lainnya,
pembinaan/
pelatihan

Melakukan
Setuju penganggaaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK
penerima benih
dan sarana
produksi lainnya

a. Tersedianya
benih unggul dan
sarana produksi

lainnya
b. Terlaksananya
pembinaan/
pelatihan

Melakukan fasilitasi
bantuan benih,
pembinaan/
pelatihan (teknologi
budidaya/ dan
demplot

Memperoleh bntuan benih
unggul, pupuk dan sarana
produksi lainnya , pelatihan/
bimtek dan demplot




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.02.01.01

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Pertanian untuk Masyarakat

= DINPERTAN KP
=)

o~

‘E| PROVINSI/ PUSAT
=2

o

= DPRD

=2

<

= MAYARAKAT
=)

: BAGIAN HUKUM
S (Setda)

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan/
rehab. dan
pemeliharaan
infratruktur
pertanian

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menginventarisir
kebutuhan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan
infratruktur
pertanian

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran
(Pokir);

3. Mengusulkan

rencana kegiatan

pembangunan
infrastruktur

pertanian melalui

Musrenbang

Melakukan
verifikasi lapangan
terkait usulan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
pertanian

Setuju

Ditolak

Melakukan
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK

Penerima bantuan

Melaksanakan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan
infrastruktur
pertanian

Tersedianya
infrastruktur
pertanian dalam
kondisi baik

Memperoleh
[UENIEE

infrastruktur
pertanian




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.02.01.02
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di

Kecamatan serta sarana pendukungnya

#=| DINPERTAN KP
=2

5] PROVINSI/
5 PUSAT

o

= MAYARAKAT
o2

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan/
rehabilitasi Balai
Penyuluhan
Pertanian (BPP)

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Melakukan
verifikasi lapangan
terkait usulan Setuju
pembangunan/
rehabilitasi BPP

Menginventarisir
kebutuhan
pembangunan/
rehabilitasi BPP

Melakukan
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Melaksanakan
pembangunan/ Tersedianya BPP
rehabilitasi BPP

Memperoleh

manfaat BPP




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.03.01.01

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

2| DINPERTAN KP
=2

> PUSAT /
5 PROVINSI
- KOMISI
2| PENYULUHAN
=1  PERTANIAN
=<

= DPRD
s )

o

2| DINAS TERKAIT
o

n

2| MASYARAKAT
o

Sinkronisasi
kebijakan pusat
dan provinsi

Memberi pedoman
dan arahan dalam

penyusunan

kebijakan dan

strategi penyuluhan
pertanian

Menyusun
kebijakan
perencanaan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan
pertanian

Menginventarisir
kondisi existing
serta kebutuhan
pengembangan
kelembagaan
penyuluhan
pertanian

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Memberikan
saran dan masukan
dalam
pengembangan
kelembagaan
penyuluhan
pertanan

Menyusun rencana
kegiatan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan
pertanian

Melakukan
penganggaran
dalam RKA/DPA

[ EELCERELED]
pemenuhan sarana
kelembagaan
penyuluhan
pertanian dan
pelatihan/bintek
bagi Penyuluh
Pertanian

Tersedianya sarana
kelembagaan
penyuluhan
pertanian dan
terlaksananya
pelatihan/bintek
bagi Penyuluh
Pertanian

Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
penyuluhan
pertanian




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.03.01.02

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

| DINPERTAN KP
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3| PERGURUAN
5 TINGGI

wn

=| MASYARAKAT
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Menyusun Menginventarisir Menyusun rencana
kebijakan kondisi existing kegiatan
perencanaan serta kebutuhan peningkatan
peningkatan pengembangan kapasitas

kapasitas kelembagaan petani kelembagaan petani
kelembagaan petani

Melakukan
penganggaran
dalam RKA/DPA

Sinkronisasi
kebijakan pusat
dan provinsi

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Memberikan
saran dan masukan
EIET]
pengembangaan
kelembagaan
penyuluhan
pertanan

3. Memberikan
dukungan anggaran
dan narasumber
bagi pelaksanaan
Sekolah Lapang

HELCERELEN]
kegiatan
pelatihan/bintek
bagi petani

Meningkatnya
kapasitas

kelembagaan
petani




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.03.01.03

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

= | DINPERTAN
o

] KP

N

+ | PROVINSI/PU
o

] SAT

()

£

= DPRD

5

<

-‘é’ MAYARAKAT
)

1 BAGIAN
-‘é HUKUM
=] (Setda)

Menyusun
kebijakan
perencanaan
penyediaan sarpras
penyuluhan

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menginventarisir
kebutuhan sarpras
penyuluhan

1. Mengumpulkan
data dan informasi

2. Mengusulkan
Pokok Pikiran
(Pokir);

3. Mengusulkan
rencana kegiatan
penyediaan sarpras
penyuluhan melalui
Musrenbang

Melakukan
verifikasi lapangan
terkait usulan
kebutuhan sarpras
penyuluhan

Ditolak

Melakukan
penganggaaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK

Penerima

EELCEDELEN]
penyediaan sarpras
penyuluhan

Tersedianya
Sarpras
penyuluhan,
pembinaan

Memperoleh
manfaat

sarpras
penyuluhan dan
pembinaan




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.03.01.04

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

- ﬁ:ﬂ.‘,’:::: IZ Eztglr;]\;enntae?::; Menyusun rencana Melakuian Melaksanakan
‘E| DINPERTAN KP perencanaan P kegiatan Sekolah penganggaran kegiatan Sekolah
> pembangunan DAM akan penguasaan Lapang dalam RKA/DPA Lapang
Parit teknolosi budidaya
Sinkronisasi
P':g:; él kebijakan pudat
dan derah

el
£ DPRD 1. Mengumpulkan

data dan informasi

2. Memberikan

saran dan masukan

tentang materi yang

dibutuhkan dalam

Sekolah lapang
= | PERGURUAN
S TINGGI
Meningkatnya

: penguasaan
=| LGy teknik budidaya




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

DINPERTAN KP

Unit 1

PROVINSI/
PUSAT

Unit 2

DPRD

Unit 3

AKADEMISI

Unit 4

MASYARAKAT

Unit 5

. Menginventarisir
il [t
Pengendalian OPT Pengendalian OPT
CETIDETTELS
GRS Perubahan Iklim
Perubahan Iklim

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

1. Mengumpulkan
data dan informasi
sebaran dan
serangan OPT dari
POPT Provinsi Wil
Banyumas

2. Memberikan
informasi ramalan
cuaca

3. Mengusulkan

Melakukan
monitoring dan
verifikasi lapangan
terkait kebutuhan
pengendalian OPT

Pokir

4. Menstranfer ilmu
dan pengetuanan
hasil penelitian

5. Mengusulkan
kebutuhan sarana
prasarana
pengendalian OPT
melalui
musrenbang

Melaporkan
kasus/serangan
OPT dan atau

dampak perubahan
iklim

Melakukan
penganggaaran
dalam RKA/DPA

EREIELEN
[UEELCETELEN]
pengendalian

mandiri

Melaksanakan
pengadaan sarana
pengandalian OPT

dan
pendampingan/bimb
ingan

POPT Memberikan
Rekomendasi
Pengendalaian
OPT/DPI

Mengajukan
permohonan
bantuan pestisida/
insektisida, dll

Menyalurkan sarana
prasaarana
pengndalian OPT

Memperoleh
sarana
pengendalian
OPT




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

Unit 1

DINPERTAN KP

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pengembangan
Benih/Bibit Berlabel

Menginventarisir
Wilayah yang
Memerlukan

Bantuan Beni/Bibit

PROVINSI/
PUSAT

Unit 2

DPRD

Unit 3

LABORATORIUM
PHP

Unit 4

MASYARAKAT

Unit 5

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Mengumpulkan data
dan informasi
1. Syarat dikatakan
Bencana (Banjir,
Kekeringan, OPT,
Stunting)

2. Permohonan

Melakukan verifikasi
terkait usulan
bantuan Beni/Bibit
untuk pasca

Bencana

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Ditolak

bantuan benih/bibit
dari Poktan,,
Gapoktan,
Organisasi
Mayarakat, Instansi

Melaksanakan
Pengembangan
Beni/BibithTanama
n Pertanian
Berlabel

Menyediakan
Benih/iBibit
Tanaman Pertanian
Berlabel

Memperoleh
Benih/Bibit

Tanaman Pertanian
Berlabel




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.05.01.01

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

Unit 5

—
‘2| DINPERTAN KP
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S| ProviNsy
=t
& PUSAT
(s}
=
3 DPRD
=]
<
Z| MASYARAKAT
=]

BAGIAN HUKUM

(Setda Kab.)

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM)

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menginventarisasi
kebutuhan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan LPM

1. Mengumpulkan
data dan informasi
2

Mengusulkan Pokok

Pikiran
3.
Mengusulkan
rencana
pembangunan
melalui
Musrembang

Melakukan verifikasi
lapangan terkait
usulan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan LPM

Ditolak

Melakukan
penganggaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK

Penerima

Melaksanakan
pembangunan/
rehabilitasi dan
pemeliharaan
LPM

Tersedianya LPM

Memperoleh
manfaat

pembangunan
LPM




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.05.01.02

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
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‘2| DINPERTAN KP
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’é Akademisi
=)

n
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n

+ | BAGIAN HUKUM
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Menyusun kebijakan
perencanaan
koordinasi dan
sinkronisasi
Penyediaan
Infrastruktur Logistik

Sinkronisasi prioritas
daerah dan nasional

Menginventaris
kebutuhan
koordinasi dan
sinkrosisasi
penyediaan
infrastruktur
logistik
A

Mengumpulkan data

dan informasi,
[ EERREVERED

Melakukan verifikasi
terkait usulan
pemberian bantuan
pangan dan
pengisian lumbung
pangan

Ditolak

Melakukan
penganggaran
dalam RKA/DPA

Menetapkan SK

Penerima bantuan
pengisian LPM

1. Melaksanakan pembinaan
kelompok Lumbung Pangan

Masyarakat (LPM)

2. Melaksanakan pengisian LPM
3. Tersalurkannya bantuan

pangan masayarakt

1. Terbinanya
kelompok
Lumbung Pangan
2. Terisinya LPM
3. Tersalurkannya
bantuan pangan

1. Memperoleh bantuan
pangan

2. Memperoleh bantuan
pengisian LPM




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.06.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

v~

-‘é DINPERTAN KP
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(o]

- PROVINSI/
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8 PUSAT
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-‘é DPRD
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<

-E BPS/ TERKAIT
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Unit 5

MASYARAKAT

Menyusun kebijakan
perencanaan koordinasi Menginvetarisir
dan sinkronisasi daerah rawan
Penanganan Kerawanan pangan
Pangan

Sinkronisasi
prioritas daerah dan
nasional

Mengumpulkan
data dan informasi
daerah rawan
pangan

Melakukan verifikasi
daerah rawan
pangan

Ditolak

Melaksanakan koordinasi
dan sinkronisasi
penanganan daerah
rawan pangan

Melakukan
penganggaran
dalam RKA/DPA

Terkoordinasinya
penanganan
kerawanan pangan

Memperoleh

data dan
informasi




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

Mengevaluasi

BMS.DPKP.06.01.02

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

capaian kinerja Menyusun Y T— Melaksanakan Terlaksananya
: pelaksanaan kebijakan Menginvetarisir Menyusun Dok{’lmen pengelolaan, pengelolaan,
‘A | DINPERTAN KP Pengadaan, perencanaan masyarakat rawan Dokumen Rencana Pelaksanaan pengadaan dan pengadaan dan
=} pengelolaan dan pangan Anggaran e penyaluran penyaluran

penyaluran 99 cadangan pangan cadangan pangan

cadangan pangan
) Sinkronisasi
-'é PRP%VSI}L? 1/ prioritas daerah
=) dan nasional
(]
-‘é DPRD
=)

Ditolak
Mengumpulkan
< data dan informasi
= masyarakat rawan
= DINAS SOSIAL pangan dan
= proposallusulan
bantuan

n
= DESA/KELUARA
o
5 HAN
b Memperoleh
% | MASYARAKAT bantuan paket
=) bahan pangan




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.01.01

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

i

-‘é DINPERTAN KP
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N

- PROVINSI/
g

8 PUSAT
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o)

= DPRD

5

<

-‘é AKADEMISI
5

n

+ | DINKANNAK/DIN
& | PERINDAGKOP
0

%| MASYARAKAT
5

Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan Menyusun
perencanaan Dokumen Rencana
pembangunan Anggaran
daerah

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Mengumpulkan
data dan informasi Ditolak

Menyusun dokumen
penetapan target
konsumsi pangan

Memperoleh

data dan
informasi




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.01.02

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya

Lokal
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-‘g DINPERTAN KP
5

N

- PROVINSI/
o

] PUSAT
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= DPRD

5

<

-'é Akademisi
)

n

% | MASYARAKAT
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah

Menyusun
Dokumen Rencana
Anggaran

Mengumpulkan

data dan informasi,
permintaan layanan

Ditolak

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

1. Mengembangkan
pangan lokal berorientasi
eksport

2. Mengembangkan luas
pekarangan untuk pangan
dan diversifikasi

Memperoleh
fasilitas

pengembanga
n pekarangan




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.01.03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan Menyusun
perencanaan Dokumen Rencana
pembangunan Anggaran
daerah

Mengumpulkan
data dan informasi Ditolak

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Melaksanakan
survey konsumsi

Memperoleh

data dan
informasi




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.02.01

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

—
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5
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5

I DESA/
5| KELURAHAN
n

‘Z| MASYARAKAT
5

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Melakukan
perhitungan
Coefisien of Variant
(CoV) dan sebaran
distribusi pangan
strategis

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Menyusun
Dokumen Rencana
Anggaran

Ditolak

Mengumpulkan
data dan informasi

Melaksanakan
stabilisasi harga
pangan strategis

Terkendalinya CoV
pangan strategis

Memperoleh

fasilitasi pasar
murah




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.02.02

Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah

Menyusun
Dokumen Rencana
Anggaran

Mengumpulkan
data dan informasi

Ditolak

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

[ EELCERELEN]
survey
pemantauan Stok,
pasokan dan harga
pangan strategis

Tersediannya data
hasil survey
pemantauan stok,
pasokan dan harga
pangan strategis

Memperoleh
data dan
informasi

pemantauan

stok, pasokan
ELNEIGE]
pangan
strategis




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

BMS.DPKP.07.02.03

Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani

Indonesia
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Menyusun
kebijakan
perencanaan
pembangunan
daerah

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Melaksanakan
perhitungan potensi
fasililtasi distribudi

Menyusun
Dokumen Rencana
Anggaran

Mengumpulkan

data dan informasi

Tidak

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Melaksanakan
fasilitasi distribusi
pangan melalui
Lembaga Usaha
Pangan
Masyarakat (LUPM)

Terfasilitasinya
kegiatan Distribusi
Pangan melalui
LUPM

fasilitasi

LUPM




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1

Unit 1

DINPERTAN KP
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi

Menyusun
kebijakan Menyusun
perencanaan Dokumen Rencana

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan

pembangunan Anggaran Anggaran

daerah

prioritas daerah
dan nasional

Mengajukan
permohonan
Registrasi PSAT Ditolak

Rekomendasi PAST

Mendapatkan

layanan registrasi
PSAT




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan Menyusun
perencanaan Dokumen Rencana
pembangunan Anggaran
daerah

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Ditolak

Mengumpulkan
data dan informasi,

permintaan layanan

Sosialisai keamanan pangan
Menguji keamanan pangan
membuat dokumen hasil uji

Memperoleh

data dan
informasi




PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
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Mengevaluasi

capaian kinerja

pembangunan
tahun n-1

Sinkronisasi
prioritas daerah
dan nasional

Menyusun
kebijakan Menyusun
perencanaan Dokumen Rencana
pembangunan Anggaran
daerah

Menyusun
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran

Mengumpulkan
data dan informasi Ditolak

Memfasilitasi lembaga
usaha pangan
EREIELER

Memperoleh
data dan
informasi dan
fasilitasi
pengembanga
n usaha




